BAB I11
PROGRAM PEMBIAYAAN USAHA SYARIAH (PUSYAR)
KOTA MOJOKERTO
A. Letak Geografis dan Demografi Kota Mojokerto

Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan
terletak pada posisi 7° 27’ 0,16” sampai dengan 7° 29’ 37,11” Lintang Selatan
serta 112° 24’ 14,3” sampai dengan 112° 27’ 24” Bujur Timur. Kondisi
permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3
persen, dengan Kketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut. Kota

Mojokerto secara administratif berbatasan dengan beberapa daerah berikut :

1. Sebelah Selatan : Kecamatan  Sooko dan  Kecamatan  Puri
KabupatenMojokerto.
2. Sebelah Timur . Kecamatan Mojoanyar dan Kecamatan

PuriKabupaten Mojokerto

3. Sebelah Utara : Sungai Brantas
4. Sebelah Barat : Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto

Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16,46 km?® Secara umum,
wilayah Kota Mojokerto dibagi menjadi 2 kecamatan, 18 Kelurahan, 70
Dusun/lingkungan, 177 Rukun Warga, dan 661 Rukun Tetangga. Kota
Mojokerto merupakan satu-satunya daerah di Jawa Timur, bahkan di Indonesia
yang memiliki satuan wilayah maupun luas wilayah terkecil dengan kepadatan
penduduk yang tinggi. Ditinjau dari aspek demografi, jumlah penduduk Kota

Mojokerto Tahun 2012 adalah sebanyak 135.204 jiwa yang tersebar di 2 (dua)
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kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk perempuan sebanyak
68.206 jiwa atau sebesar 50,51%, dan penduduk yang berjenis kelamin laki-
laki adalah sebanyak 66.818 jiwa atau sebesar 49,49%.
Adapun potret UMKM di wilayah Kota Mojokerto dapat dijelaskan
sebagai berikut :
1. Permasalahan Yang Dihadapi UMKM Kota Mojokerto
Masalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di
daerah manapunsebenarnya hampir sama sekitar mengenai tentang produksi,
pemasaran, permodalan, sumber dayamanusia dan sebagainya. Berdasarkan
hasil survey lapangan dan wawancara dengan para pelakuUsaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) \didapat kesimpulan permasalahan sebagai
berikut:
a. Masalah Bahan Baku
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang produknya melalui
pesananseperti usaha batik tulis dan konveksi yang berasal dari kain,
produksinya tergantung daripesanan bahan baku itu sendiri. Tentunya
untuk produk yang melalui pesanan, parapengusaha batik tulis dan
konveksi harus mempertimbangkan waktu pemesanan, kreasiatau ide
tentang motif produk, kualitas produk dan sebagainya yang akan menarik
bagipembeli sehingga produksi tetap berjalan.
b. Masalah Permodalan
Masalah yang dianggap klasik bagi Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah(UMKM) pada umumnya adalah masalah permodalan.Memang
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dalam kenyataan modalusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) adalah relative kecil, namununtuk bisa memajukan dan

mengembangkan usahanya diperlukan modal yang cukupuntuk membeli

alat-alat produksi agar mampu menghasilkan output yang maksimal

danlebih berkualitas serta untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

. Masalah Produksi

Pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sudah

unggulatau dapat dikatakan menengah dalam produksi seringkali menjadi

permasalahan. Darisalah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

(UMKM) unggulan yaitu bapakDjauhari dengan usaha pengrajin kapal

finisi, saat saya wawancara mengatakan,
“Seringkali masalah dalam produksi mbak. Karena usaha saya ini
termasukunggulan dan sudah punya banyak konsumen, nah ketika
konsumen memesanbarang dengan jumlah yang banyak disitu saya
sering kesulitan dalam memenuhijumlah barang yang dipesan. Ya
karena tenaga kerjanya juga terbatas. Namanyajuga Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) semua serba terbatas”.

usaha unggulan di daerahnya mengalami kekecewaan terhadap konsumen

hanyakarena tidak mampu memenuhi jumlah barang yang dipesan oleh

konsumen.

. Masalah Pemasaran

Ada beberapa produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

yangpenjualannya harus keluar daerah seperti industri sepatu, hasil

pertanian seperti ternakikan lele, industri rumah tangga dan beberapa

souvenir yang perlu adanya ikut campurtangan Pemerintah Daerah untuk

mempromosikan produknya.
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e. Masalah Lokasi Penjualan
Berikut merupakan Ibu Netti Yulia dengan usaha tas rajutnya saat
wawancaramengatakan,
“Lokasi penjualan ya di rumah ini saja, kalau membuka toko pasti
biayanya jugalebih besar ya mbak, belum untuk nyewa tempat,
belum juga untuk karyawantoko, jadi di rumah sendiri lebih hemat
dan selain itu aksesnya juga mudahlangsung sama tempat
produksinya. Butuh apa tinggal ngambil”.
Dari penyampaian diatas hal tersebut menjadi permasalahan ketika lokasi
usahayang mereka tempati berada jauh dari tempat berjualan yang
strategis. Pada akhirnyaorang kurang begitu tahu ternyata terdapat Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)di daerah tersebut dan akan
berdampak pada penjualan atau pemasaran pada UsahaMikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) itu sendiri.
2. Upaya Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Daerah
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas
KoperasiPerindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) selama ini
adalah:
a. Permodalan
Dalam  hal pemodalan Dinas Koperasi  Perindustrian  dan
Perdagangan(DISKOPERINDAG) memberikan bantuan berupa pinjaman
yang disebut dengan pinjamanperkuatan modal. Besar kecilnya dana yang
dipinjam tergantung juga pada besar kecilnya usahauntuk lebih efektif

dalam pemanfaatan pinjaman modal. Bantuan pinjaman perkuatan modal

initidak ada bunga untuk pengembalian pinjaman namun pengembalian
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pinjaman harusdikembalikan dengan jangka waktu 10 bulan dari mulai
ketika meminjam.
b. Pelatihan
Program pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan
Perdagangan(DISKOPERINDAG) diadakan sejak tahun 2007 dengan
tujuan meningkatkan danmengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM)
khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM) agar
lebih terampil dan lebih kreatif. Dalam pelatihan pemerintah
daerahmendatangkan pelatih dari pengusaha yang sudah berpengalaman
dibidangnya dan para pelakuUMKM tidak dipungut biaya untuk
mengikuti pelatihan tersebut.
c. Pemasaran

Di beberapa daerah, masalah pemasaran menjadi perhatian utama,
khususnya untukUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan
produk lokal. Beberapa dari pelaku UsahaMikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) yang tradisional masihmenggunakan metode
pemasarankadaluarsa seperti memasarkan produknya hanya dari mulut ke
mulut saja.Hal tersebut bisamembuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) ini tidak mengalami perkembanganyang pesat atau bahkan bisa
menurun. Maka sebab itu Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan
(DISKOPERINDAG) Kota Mojokerto berupaya untuk mendorong
perkembanganUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)dengan

memperkenalkan produk-produk yangdihasilkan para Usaha Mikro,
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Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat beberapa program pameran-
pameranyang digelar di dalam daerah maupun luar daerah. Dengan begitu
upayamengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
dengan pemasaran inovatif danmodern bisa membantu meraih kembali
keuntungan pasar.

. Sarana dan prasarana usaha yg memadai

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)
Kota Mojokertomemiliki Klinik UMKM yang merupakan sarana dan
prasarana bagi Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM). Klinik
umkm ini menyediakan beberapa layanan yaitu:

1) Layanan Konsultasi Bisnis,

2) Layanan Informasi Bisnis,

3) Layanan Advokasi dan Pendamping,

4) Layanan Short Course,

5) Layanan Akses Pembiayaan,

6) Layanan Akses Pemasaran Produk UMKM.

Dengan adanya Klinik UMKM ini diharapkan pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah(UMKM) dapat menggunakan secara maksimal
sarana dan prasarana Yyang sudah diberikan olehDinas Koperasi
Perindustrian ~ dan  Perdagangan  (DISKOPERINDAG)  guna

mengembangkanusaha yang digelutinya.
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e. Terciptanya iklim yang kondusif
Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota untuk
memberdayakanUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis
melalui penetapan berbagai peraturanperundang-undangan dan kebijakan
di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro,Kecil, dan
Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan,
dandukungan berusaha yang seluasluasnya.

Menurut peraturan daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009
Tentang PemberdayaanUsaha Mikro, Kecil dan Menengah, program ini
bertujuan memfasilitasi terciptanya lingkunganusaha bagi UMKM melalui
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ataukebijakan yang
meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha,
kemitraan,pendaftaran dan atau perizinan usaha, kesempatan berusaha,
promosi dagang dan perlindungan dandukungan kelembagaan.

3. Kendala Pemerintah Daerah Dalam Memberdayakan UMKM

Berikut pernyataan dari Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi

bina UMKM saat wawancara sebagai berikut,
“Yang masih menjadi kendala utama dalam memberdayakan UMKM
sampai saat ini yamodal. Gimana tidak, untuk mengadakan program-
program kegiatan UMKM yangdilakukan Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) pastimembutuhkan modal atau
dana. Seperti halnya pada saat mengadakan pelatihan, kamipasti
membutuhkan dana untuk mendatangkan mentor yang akan menjadi
pengajar dalampelatinan. Dalam pemasaran, untuk mengadakan
program kegiatan pameran pun jugamembutuhkan dana yang tidak
sedikit. Sekalipun kegiatan pameran yang mendapatundangan dari

beberapa daerah saja pasti membutuhkan dana entah itu untuk
transportasi,konsumsi, dan lain-lain. Hanya modal yang sampai
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sekarang masih menjadi kendala,selain itu kami merasa tidak ada
kendala yang cukup serius”.

Terbatasnya anggaran yang diperuntukkan program kegiatan
khususnya Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) ini dapat menjadi
penghambat dalam pelaksanaan program yangdilakukan atau bisa jadi
kurang optimal. Maka dari itu untuk membantu peningkatanpermodalannya
pemerintah daerah tidak hanya dari dana APBD saja tapi seharusnya
melakukankerjasama baik dengan pihak perbankan maupun non bank dalam
akses permodalan untukmemperlancar program-program kegiatan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

4. Gambaran Tingkat Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Daerah

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pemberdayaan
UMKM pemerintah daerah Kota Mojokerto memiliki lima program
pemberdayaan yaitu permodalan, pelatihan, pemasaran, sarana prasarana
dan Iklim usaha. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah daerah
Kota Mojokerto lebih prioritas kepada apa yang dibutuhkan oleh para
UMKM dalam mengembangkan usahanya apakah dari permodalan,
pelatihan, pemeran, sarana prasarana dan iklim usaha karena pastinya setiap
UMKM memiliki permasalahan yang berbeda-beda dalam mengembangkan
usahanya. Jadi peran pemerintah daerah Kota Mojokerto dalam
pemberdayaan UMKM ini bukan yang secara keseluruhan turun tangan
dalam mengembangkan usaha yang awal mulanya usaha kecil menjadi
usaha besar karena sangat tidak mungkin dilakukan apabila pemerintah

daerah secara keseluruhan berperan dalam mengembangkan UMKM
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mengingat jumlah UMKM Kota Mojokerto yang tidak sedikit dan setiap
tahunnya mengalami peningkatan.

Bagaimanapun juga setiap UMKM pasti memiliki strategi masing-
masing dalam mengembangkanusahanya. Dengan demikian, pada setiap
upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan olehpemerintah daerah maka
dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menjadikan usaha yang
mandiridan berkembang dalam menggerakkan kegiatan ekonomi dunia
usaha.

Dengan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota
Mojokerto, dari mulaipermodalan, pelatihan, pemasaran, sarana dan
prasarana dan iklim usaha maka sudah sesuaidengan permasalahan yang
dihadapi oleh para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
KotaMojokerto. Upaya permodalan yaitu perkuatan modal yang dilakukan
pemerintah daerah KotaMojokerto diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) ini sangat membantubagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usahanya. Seperti
yangdikemukakan oleh salah satu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) di KotaMojokerto saat wawancara,

“Sampai sekarang saya kalau butuh modal untuk membeli kebutuhan-
kebutuhan usahasaya yang jumlahnya tidak sedikit misalnya membeli
mesin untuk menambah jumlahproduksi, saya selalu mengajukan
bantuan pinjaman perkuatan modal kepada DinasKoperasi Perindustrian
dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Bantuan pinjaman inisangat
membantu dalam mengembangkan usaha saya selama ini.”

Dari pengakuan Ibu Mas Roro pelaku usaha konveksi ini dapat

diartikan bahwa upayapermodalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
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Khususnya Dinas Koperasi Perindustrian danPerdagangan
(DISKOPERINDAG) sudah tepat dan sesuai dengan kebutuhan yang
diperlukan paraUsaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam
mengembangkan usahanya.

Pelatihan juga merupakan upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi
Perindustrian danPerdagangan (DISKOPERINDAG) yang bertujuan
meningkatkan dan mengembangkan SumberDaya Manusia (SDM) para
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebihterampil,
kreatif, dan memiliki ilmu baru sehingga dapat meningkatkan daya saing
usaha. IbuNetty pelaku usaha tas rajut mengatakan,

“Saya sering ikut pelatihan-pelatihan yang diadakan sama Dinas
Koperasi Perindustriandan Perdagangan (DISKOPERINDAG). Ya dari
situ saya jadi lebih tau model tas yanglagi digemari, tapi nggak Cuma
pelatihan usaha tas rajut aja. Pelatihannya jugamengajarkan berbagai
macam usaha lainnya. Sehingga kita lebih banyak ilmu yangdidapat
ketika ikut pelatihan, malahan biasanya ketika usai pelatihan
mendapatkanbeberapa bahan dan peralatan untuk dicoba dirumah.”

Begitulah pengalaman Ibu Netty ketika mengikuti program pelatihan
dari Dinas KoperasiPerindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG).

Begitu juga dengan program pameran yang dilakukan Dinas Koperasi
Perindustrian  danPerdagangan (DISKOPERINDAG) sebagai upaya
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (UMKM). Pameran
merupakan salah satu cara pemasaran untuk Usaha Mikro, Kecil,dan
Menengah (UMKM). Hampir semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)pernah mengikuti pameran yang diadakan oleh Dinas

Koperasi Perindustrian dan Perdagangan(DISKOPERINDAG) karena
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pameran tersebut akan membuat usaha yang dirintis dapat lebihdikenal.
Tidak hanya dikenal saja, tapi juga semakin luasnya jaringan pemasarannya
denganbertemunya pengusaha-pengusaha yang sudah lebih maju. Bahkan
dengan mengikuti pameran,mereka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah  (UMKM) tidak  jarang diajak  bekerjasamadalam
mengembangkan usaha. Berikut merupakan pernyataan dari Bapak
Khoiruman pelaku usaha alas kaki,
“Saya sering ikut pameran yang diadakan dari Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG), karena sering
ikut jadi saya sering diundang kalau ada pameran di luar kota. Pameran
ini sangat perlu ya untuk UMKM selain untuk memperkenalkan
produk, tetapi juga sebagai peningkatan sistem dan jaringan informasi
perdagangan. Banyak informasi atau sharing dari sesama pelaku usaha.
Dan dampak dari pameran ini yang dulunya saya hanya menerima
konsumen dari daerah saja, kini saya mendapat konsumen dari luar
daerah juga. Kegiatan pameran ini sangat bermanfaat untuk
perkembangan UMKM.”

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG)
juga menyediakan sarana dan prasarana yaitu Klinik UMKM dengan
berbagai pelayanan yang diberikan untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM). Klinik UMKM ini juga sangat membantu ketika para
pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami kesulitan
atau permasalahan dalam mengembangkan usahanya. Namun masih ada
beberapa pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
memang belum tahu benar kegunaan dari Klinik UMKM. Ini merupakan
tugas pemerintah daerah khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan

Perdagangan (DISPERINDAG) untuk lebih menginformasikan atau

mensosialisasikan program yang sudah dilakukan kepada para Usaha Mikro,
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Kecil, dan Menengah (UMKM) agar program ini dapat terlaksana dengan
baik dan bermanfaat bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menciptakan suasana dan iklim usaha yang kondusif akan memungkinkan
potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang.
Iklim usaha ini merupakan kondisi yang diupayakan pemerintah daerah
untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis
melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di
berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan
dukungan berusaha yang seluas-luasnya.

Namun Dinas Koperasi  Perindustrian dan  Perdagangan
(DISKOPERINDAG) tidak begitu saja memberikan program-program
kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tetapi juga
memonitor tumbuh kembang UMKM dari upaya-upaya yang sudah
dilakukan. Seperti dalam upaya permodalan, Dinas Koperasi Perindustrian
dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) melihat kondisi usaha sebelum dan
sesudah mendapatkan bantuan perkuatan modal tersebut. Berikut pernyataan
dari Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi bina UMKM saat
wawancara,

“Dari bantuan permodalan ini tentunya kami juga memonitor tumbuh
kembang usaha yang mendapat bantuan permodalan, tidak serta merta
mengajukan perkuatan modal, mendapat modal dan mampu
mengembalikan modal begitu saja namun ada pertanggungjawaban
sendiri atas modal yang sudah diberikan. Apakah setelah mendapatkan
perkuatan modal, perkembangan usaha semakin maju atau bahkan

turun. Nah dari situlah nanti kita dapat mengukur oh ternyata program
bantuan perkuatan modalini sudah tepat dan bermanfaat atau bahkan
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kurang tepat. UMKM di Kota Mojokerto sendiri yang mendapat
perkuatan modal, delapan dari sepuluh perkembangan usahanya
mengalami peningkatan.”

Dari pernyataan diatas, dapat diartikan program bantuan perkuatan
modal ini sudah berjalan sangat baik dan bermanfaat bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat mengembangkan usahanya
yang terlihat dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang
mendapat perkuatan modal kebanyakan mengalami perkembangan dalam
usahanya, namun tidak dipungkiri ada sedikit Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) yang dengan bantuan perkuatan modal ini tidak bisa
berkembang atau bisa dibilang gulung tikar. Hal ini bisa terjadi karena
pelaku usaha tidak dapat mengelola keuangan dengan baik dalam usaha
yang dirintisnya yang mengakibatkan tidak maksimalnya penggunaan
bantuan perkuatan modal. Maka dari itu dengan mendapatkan bantuan
perkuatan modal tersebut pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM) harus bisa memanfaatkan dan mengelola modal ini dengan baik
dalam mengembangkan usahanya.

Bapak Zainul Arifin, SE selaku kepala seksi bina UMKM saat
wawancara juga mengatakan bahwa,

“Sama halnya pada program pelatihan, pameran, sarana dan prasarana
dan iklim usaha yang kondusif, dengan terlaksananya program-program
tersebut rata-rata Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan dalam usahanya.”

Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota

Mojokerto menggunakan pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan

adalah bahwa UMKM tidak dijadikan objek dari berbagai proyek
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pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya
sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan UMKM harus
mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer
disebut pemihakan. la ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan
program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai
kebutuhannya.

Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan
dilaksanakan oleh pelaku UMKM yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan
pelaku UMKM yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni
supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan
kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan
keberdayaan (empowering) UMKM dengan pengalaman dalam merancang,
melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya
peningkatan diri dan ekonominya.

Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-
sendiri  UMKM sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau
penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu pendekatan kelompok
adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga
lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut
dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan

dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah (UMKM) secara keseluruhan sudah diberdayakan dengan
baik dengan program-program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi
Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) yang menjadikan Usaha
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini menjadi usaha yang tangguh,
mandiri, berdaya saing tinggi, dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan
serta mampu berperan dalam pertumbuhan ekonomi daerah sesuai dengan
tujuan dari pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
pada Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2009 Tentang
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut:

a. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang,
berkembang, dan berkeadilan;

b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan

c. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari
kemiskinan.

. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah Sebagai Penggerak Pertumbuhan

Ekonomi Daerah

PDRB merupakan indikator ekonomi makro suatu daerah, yang
menggambarkan ada atau tidaknya perkembangan perekonomian daerah.

Selama empat tahun terakhir ini dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012,
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PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Mojokerto mengalami
peningkatan yang cukup berarti. Kenyataan ini memberikan indikasi
bahwaperekonomian Kota Mojokerto secara nominal terus meningkat dapat
dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 : Pertumhbuhan Fkonomi Kota Mojokerto Tahun 2009-2012(%:)

Sekt Tahun

=ter 2009 | 2010 | 2011 | 2012
Pertamian 2,24 -0.49 3.71 2.26
Pertambangan & Energi 0.00 0.00 0.00 0.00
Industr1 Pengolahan 0.47 2,75 3,33 6,23
Listrik. Gas & Air bersih 4.07 6.97 011 T7.05
Kontruksi 6.88 5.70 9.09 7.21
Perdg. Hotel & Restoran 4.42 7,59 7,19 8,93
Pengankutan & Komunikasi 0.42 7.76 10,33 742
Keuangan Persewaan & Jasa prs. 6,38 6,26 5.54 6.65
Jasa-jasa 7.10 4 .87 5.58 4. 56
PDRB 5.14 6.09 6.08 7.11

Sumber : BPS Kota Mojokerto

Dari sektor Industri Pengolahan selama periode tahun 2009-2012
selalu mengalamipertumbuhan positif, bahkan pada tahun 2012 tumbuh
pesat sebesar 6,23% dibandingkan padatahun 2011 hanya mencapai 3,33%.
Pada tahun 2012 semua sub sektor juga mengalamipertumbuhan positif, tiga
sub sektor Industri Pengolahan yang mengalami pertumbuhan terbesaryaitu
sub sektor Industri Pengolahan Kertas dan Barang Cetakan 8,04%, sub
sektor IndustriPengolahan Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki sebesar
6,87% serta sub sektor IndustriPengolahan Pupuk, Kimia dan Barang dari
Karet sebesar 6,59%.Pertumbuhan positif pada sektorindustri Pengolahan
tahun 2012 tentunya tidak terlepas dari dampak kerja keras upaya

pemerintahdaerah Kota Mojokerto.
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Terlepas adanya angka pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor yang
masih relativerendah di Kota Mojokerto, serta kecenderungan laju
pertumbuhan yang lebih rendah dibandingkandengan tahun sebelumnya,
sebenarnya hal itu memberikan pemicu yang baik bagi prosespeningkatan
pertumbuhan ekonomi untuk tahun kedepan. Ada beberapa alasan yang
bisameningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto yaitu sebagai
daerah otonom KotaMojokerto banyak melakukan pembangunan disemua
sektor, letak Kota Mojokerto yang strategiskarena berdekatan dengan
Ibukota Provinsi Jawa Timur yaitu Surabaya yang sebagai jalur lintas
Surabaya menuju daerah lain yang ada di Jawa Timur, Kota Mojokerto
merupakan pintu masukterhadap arus lalu lintas barang sehingga hal ini
membawa dampak positif terhadap membaiknyakondisi perekonomian Kota

Mojokerto di masa mendatang.

B. BAZ Kota Mojokerto
1. Sejarah BAZ Kota Mojokerto
Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri
Agama RI Nomor 581 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 38
Tahun 1999. Dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden
No. 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS),

Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya
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Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat,
infak, dan sedekah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota
Mojokerto membentuk kepengurusan badan amil zakat atas usulan dari
Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan
tugas-tugasnya pengurus BAZ Kota Mojokerto belum bisa maksimal, hal ini
bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang rata-rata
hanya mencapai Rp. 75.000.000,- pertahun. Pengumpulan dana tersebut
hanya dari sektor infak, dan sedekah dari beberapa UPZ/SKPD sedangkan
dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi
tehadap efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003
dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009
tentang pedoman teknis pemungutan zakat pendapatan, infak, dan sedekah
bagi PNS, karyawan BUMN/BUMD, Anggota DPRD dan warga
masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga
mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor
188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota
Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang pengurus Badan Amil
Zakat (BAZ) periode Tahun 2007 — 2010.

Dalam rangka meningkatkan efektitifitas kinerja pengurus BAZ
Periode Tahun 2007 - 2010 yang terbentuk melaksanakan beberapa

program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi,
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edukasi dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi kepada PNS di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat
efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan
zakat, infak, dan sedekah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu
mencapai Rp. 352.458.500,- dengan perincian Rp. 222.424.625,- dari dana
zakat dan Rp. 130.033.875,- dari dana infak, dan sedekah atau mengalami
peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003
tentang zakat, infak, dan sedekah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2010 tentang pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Salah satu indikator
terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran
infak pegawai negeri sipil strukturan maupun fungsional sesuai dengan
jabatan, eselon dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan
tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar
perubahan Peraturan Daerah tersebut Badan Amil Zakat (BAZ) Kota
Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan
dalam pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yaitu mencapai Rp.
776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010
dengan perincian Rp. 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp. 267.332.838,-
dari dana infak dan sedekah.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik terhadap pelayanan zakat,

infak, dan sedekah masyarakat salah satunya melalui tempat pelayanan yang
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strategis dan refresentatif. Mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2009
Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto menempati kantor
menjadi satu di Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto, kemudian
Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 menempati kantor di jalan
Mojopahit Nomor 436 Kota Mojokerto dengan status masih menyewa.
Sedangkan pada tahun 2011 sampai dengan sekarang menempati kantor
yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang letaknya sangat
strategis dan mudah dijangkau yaitu di jalan Gajah Mada Nomor 115 A
Kota Mojokerto.

Sebelum berdirinya BAZ Kota Mojokerto, masyarakat biasanya
menunaikan zakat fitrah maupun zakat maal dengan cara disampaikan
secara langsung dari muzakki kepada mustah{iq atau disampaikan kepada
guru ngaji yang dipercaya, tetapi sejak lahirnya Undang-undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan selanjutnya di Kota Mojokerto
dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infak,
dan Sedekah, selanjutnya diubah dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto
Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah maka
pembayaran zakat, infak, dan sedekah diambil dan dikelola oleh Badan
Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto.

Badan Amil Zakat Kota Mojokerto adalah sebuah badan yang
mengelola zakat, infak, dan sedekah yang ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Mojokerto atas dasar usulan Kepala Kantor Kementerian Agama

Kota Mojokerto. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah suatu
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kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengadministrasian dan pengawasan
terhadap pemungutan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan

Zakat, Infak, dan Sedekabh.

Gambar 2 :
Struktur OrganisasiKantor Badan Amil Zakat (BAZ)
Kota Mojokerto

PENGURUS BAZ -
KOTA MOJOKERTO

KEPALA KANTOR BAZ
KOTA MOJOKERTO

DEVISI
ADMINISTRASI

DEVISI
PENGUMPULAN

DEVISI
SURVEY DAN
DISTRIBUSI

DEVISI
ADMINISTRASI
KEUANGAN

1 pankeArsipaN || DanPELAPORAN

Gambar di atas adalah struktur organisasi Kantor BAZ Kota
Mojokerto. Dalam gambar tersebut dapat dilihat bahwa pengurus BAZ Kota
Mojokerto berada pada posisi tertinggi setelah Kepala Kantor BAZ Kota
Mojokerto. Pengurus BAZ memiliki tanggungjawab sebagai pengawas
kinerja kepala kantor dan staf kantor BAZ Kota Mojokerto pakah sudah
menjalankan kewajibannya.

Masing-masing devisi mempunyai tugas yang berbeda, devisi
administrasi dan kearsipan mempunyai tugas menerima pengajuan,
mendokumentasi dan menginventarisir pengajuan permohonan bantuan dari
mustahiq secara periodik dan mendokumentasi surat masuk dan surat

keluar. Selanjutnya adalah devisi pengumpulan dan pelaporan memiliki
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tugas untuk megumpulkan (Zakat, Infak, dan Sedekah), menyusun laporan

rekapitulasi pengumpulan/penarikan, serta mendokumentasi kwitansi

pengumpulan ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) setiap hari pada saat
melaksanakan pengumpulan/penarikan.

Devisi survey dan distribusi memiliki tugas untuk melaksanakan
survey muzakki dan mustahig atas dasar pengajuan yang telas didisposisi
oleh Kepala Kantor dan meyusun laporan hasil survey serta distribusi setiap
bulan, triwulan dan tahunan. Dan yang terakhir adalah devisi administrasi
keuangan, devisi keuangan memiliki tugas yang lebih banyak dari devisi
lainya. Berikut adalahtugas devisi keuangan:

a. Menerima dan membukukan keuangan dari bagian pengumpulan
(Zakat,Infak, dan Sedekah) yang sudah diverifikasi dan ditandatangani
oleh KepalaKantor BAZ.

b. Mengeluarkan dan membukukan keuangan untuk keperluan distribusi
(Zakat,Infak, dan Sedekah) dengan persetujuan Kepala Kantor BAZ atas
dasardisposisi Pengurus melalui Ketua Pengurus BAZ.

c. Mendokumentasi bukti-bukti pemasukan/pengumpulan (Zakat, Infak,
danSedekah) dan distribusi secara periodik.

d. Menyetorkan uang ke Bank atas persetujuan Ketua dan Bendahara BAZ.

e. Menyusun buku kas harian, bulanan, triwulan dan tahunan.

f.  Menyusun laporan arus kas dan neraca keuangan BAZ.

g. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membukukan keuangan

dana hibah APBD Kota Mojokerto untuk operasional BAZ.
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h. Membantu Bendahara Pengurus BAZ dalam membuat Laporan

i. Pertanggungjawaban keuangan dana hibah untuk operasional BAZ.

J. Membantu pekerjaan administrasi keuangan Bendahara Pengurus BAZ.

2. Kegiatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah pada BAZ Kota

Mojokerto

Kegiatan pengumpulan ZIS pada tahun 2012, BAZ Kota

Mojokertomenyediakan beberapa layanan sebagai berikut®:

a. Layanan konter zakat, yaitu muzakki membayar zakat melalui konter
yang disediakan BAZ Kota Mojokerto yang bertempat di kantor BAZ
Kota Mojokerto.

b. Layanan jemput zakat, yaitu petugas BAZ Kota Mojokerto mengambil
zakatpara muzakki ke rumah atau kantor muzakki dengan menghubungi
kantorBAZ Kota Mojokerto atau kontak person.

c. Layanan zakat via transfer, yaitu muzakki membayar zakat dengan
mentransfer zakatnya ke rekening BAZ Kota Mojokerto yang
sudahdisediakan kemudian mengkonfirmasi melalui sms ke nomor
telpon BAZKota Mojokerto.

d. Layanan zakat via UPZ/UPZIS, vyaitu muzakki membayar zakat
melaluiUPZIS SKPD, Instansi Vertikal, sekolah-sekolah dan UPZ
jama’ah Haji.

Adapun jumlah muzakki BAZ Kota Mojokerto dari sektor zakat

maaltahun 2012 berjumlah 1.549 orang dari muzakki PNS dan masyarakat.

'BAZ, Laporan Tahunan 2012, 8.
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Biladibandingkan dari tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 36%.
Jumlah muzakkidari segmen PNS mengalami kenaikan sangat signifikan, hal
ini disebabkanbanyak PNS di lingkungan pemerintahan Kota Mojokerto
melaksanakan zakat gajike 13. Sedangkan muzakki dari segmentasi
masyarakat pata tahun 2012 hanyamengalami kenaikan sebesar 5 %.
3. Pengelolaan Sumber Dana BAZ Kota Mojokerto

Kiprah BAZ Kota Mojokerto dalam pengumpulan dana Zakat, Infak,
dan Sedekah (Z1S) pada tahun 2012 meningkat 26,43% dari tahun 2011. Hal
tersebut dapat dilihat di Gambar perkembangan pengumpulan ZIS di bawah.

Gambar4:

PerkembanganPengumpulanZakatinfagdanShodagohBAZKotaMojoke
rtodariTahun2010-2012
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Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto
Dana yang dikelola BAZ Kota Mojokerto berasal dari tiga sumber
yaitu zakat, infak dan sedekah, dan APBD Kota Mojokerto. Ketiga jenis
dana tersebut dikelola BAZ secara terpisah dan masing-masing memiliki
rekening Bank tersendiri.Pengelolaansumber danaBAZ Kota

Mojokertoterdiri dari dana sebagaiberikut?:

’BAZ Kota Mojokerto, Bulletin Alashnaf, Edisi 5, 4
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a. Dana APBD Kota Mojokerto yang diperoleh BAZ berupa dana hibah.
Hal itu sesuai dengan amanat undang-undang pengelolaan zakat yang
mewajibkan pemerintah daerah member bantuan kepada BAZ di
daerahnya. Dana dari APBD tersebut dipergunakan untuk membiayai
operasional kegiatan BAZ dan dipertanggungjawabkan kepada
pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Dana kedua yang dikelola BAZ Kota Mojokerto diperoleh dari muzakki

yang mengamanatkan penyaluran dana zakatnya kepada BAZ Kota
Mojokerto.
Dalam hal pengelolaan dan penyaluran zakat, BAZ Kota Mojokerto
memegang teguh ketentuan syariat Islam dan melaksanakannya secara
ketat. Zakat hanya disalurkan kepada mereka yang berhak menerimanya,
yaitu 8 asnaf.

c. Selanjutnya dana yang dikelola BAZ Kota Mojokerto berasal dari infak
dan sedekah, yaitu orang yang menyalurkan dana infak dan sedekahnya
melalui BAZ Kota Mojokerto. Berbeda dengan zakat yang sasarannya
hanya kepada 8 asnaf, sasaran infak dan sedekah lebih longgar dan dapat
dipergunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat.

SesuaidenganarahandariBAZNASagardanainfakdansedekah
diperioritaskanuntukkepentinganpemberdayaanekonomiumat,makaBAZKota

MojokertomeneggegaskanProgramPembiayaanUsahaSyariah(PUSY AR)bek

erjasamadenganBPRS,Diskoperindag,danMasyarakatEkonomiSyariah(MES)
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KotaMojokertodanprogramtersebutditujukanuntukmemberdayakan ~ usaha

mikro dan kecil (UKM).?

4. Kegiatan Pendistribusian dan Pendayagunaan

Program dan kegiatan pendistribusian dan pendayagunaan zakat mal,

infak, dan sedekah untuk tahun 2012 meliputi:*

a. Bantuan untuk 8 asnaf

Distribusi ZIS untuk asnaf fakir dan miskin sebesar Rp 714.042.600,-.
Dan jumlah tersebut masing-masing Rp 22.800.000,- untuk bantuan
beasiswa rutin kepada 80 siswa dari keluarga tidak mampu sebesar. Rp
98.042.600,- untuk bantuan beasiswa emergency. Rp 60.500.000,- untuk
81 keluarga tidak mampu berupa bantuan kesehatan. Rp 85.300.000,-
bantuan biaya hidup untuk 70 orang. Rp 49.500.000,- untuk 20 orang
yang mengajukan bantuan perbaikan rumah. Rp 28.900.000,- untuk 53
orang yang mengajukan bantuan hibah modal. Rp 300.300.000,- untuk
santunan Hari Raya 1433 H kepada 3.003 orang dari keluarga tidak
mampu. Rp 52.700.000,- untuk santunan fakir-miskin kepada 511 orang.
Dan yang terakhir sebesar Rp 10.000.000,- untuk bantuan korban
bencana alam putting beliung di lingkungan Gedangan RW. 07

Kelurahan Gununggedangan.

b. Asnaf Ibnu Sabil

®Ibid., 5

*BAZ, Laporan Tahunan 2012, 13 - 16
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Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk asnaf Ibnu sabil diberikan
untuk biaya perjalanan 12 orang terlantar / kehabisan bekal sebesar Rp

695.000,-.

Asnaf Sabilillah

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk asnaf sabilillah diberikan
untuk bantuan lembaga pendidikan, sosial keagamaan dan
kemasyarakatan sebesar Rp 13.100.000,- dan melalui kantor Kementrian

Agama Kota Mojokerto sebesar Rp 22.500.000,-.

. Asnaf Amil

Distribusi dan pendayagunaan ZIS untuk asnaf amil digunakan untuk

program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Hak UPZIS sebesar Rp 12.643.158,-

2) Operasional BAZ untuk pendayagunaan brosur, amplop, Kkartu
lebaran, ATK, THR, dan biaya lembur karyawan sebesar Rp
15.335.000,-

3) Hak amil untuk 43 pengurus sebesar Rp 26.500.000,-

4) Biaya transportasi 50 orang “Al-Ummahat”, 18 lurah dan 2 camat
untuk membantu validasi data mustahiq dan pelaksanaan distribusi ZIS
dan zakat Fitrah di bulan Ramadhan 1433 H sebesar Rp 6.000.000,-

5) Publikasi ZIS melalui media massa sebesar Rp 5.000.000,-

6) Biaya pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sebesar 15. 650.000,-
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7) Biaya transportasi pemateri pengajian sosialisasi Zakat, Infak, dan
Sedekah di R FM sebesar Rp 3.650.000,-
e. Program PUSYAR
Biaya margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar 144.224.897,-

untuk peserta yang mengajukan bantuan program PUSYAR.

C. Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR)

PUSYAR merupakan program pembiayaan secara syariah yang
merupakan singkatan dari Pembiayaan Usaha Syariah. Program PUSYAR
adalah program pembiayaan secara syariah yang sama sekali tidak memberikan
beban kepada peminjam karena biaya administrasi, biaya asuransi, dan margin
ditanggung oleh pihak BAZ yang diambilkan dari dana infak dan sedekah.
Jadi, peserta PUSYAR murni mengembalikan pinjaman untuk modal usahanya
tanpa margin.

Program ini awalnya menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai
pihak. Mengapa BAZ berani membuat spekulasi dengan mengadakan program
PUSYAR tersebut? Bukannya hal seperti itu mengajarkan masyarakat tidak
bertanggungjawab? Namun jika hal tersebut diteropong dari kaca mata
obyektif yang terjadi pada kasta bawah. Berikut alasan yang diungkap oleh
kepala kantor BAZ Kota Mojokerto:®
1. Kota Mojokerto banyak ditumbuhi ratusan bank titil yang illegal,

lembagatersebut dapat bergerak bebas mengghimpit ekonomi masyarakat

® BAZ Kota Mojokerto, Bulletin Al-Ashnaf,Edisi 10, 2.
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kecil denganmanajemen semi rentenir yaitu mengabadikan pokok pinjaman
dan terusmengembangkan bunga yang tidak tau kapan habisnya. Karena
bunga tersebutsemakin lama akan semakin berbunga.

2. Berdasarkan analisis problem yang menimpa mustahiq fakir miskin
dalamprogram hibah modal dan mustahiq ghorim dapat disimpulkan bahwa
awalketerpurukan dari ekonominya dirasakan sejak ada hubungan dengan
banktitil. Maka dari itu BAZ memunculkan ide untuk mengadakan program
bantuan Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) untuk meningkatkan
tarafekonomi masyarakat yang kurang sejahtera.

Program PUSYAR ini memberikan pinjaman mulai sebesar Rp 750.000

dan maksimal Rp 10.000.000 dan jangka waktu pengembaliannya adalah 12

bulan. Yang terlibat dalam program PUSY AR ini adalah BAZ Kota Mojokerto,

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Kota Mojokerto, Disperindag

Kota Mojokerto dan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Mojokerto. Dimana

BPR Syariah Kota Mojokerto akan menyalurkan pinjaman bagi koperasi dan

UKM peserta PUSY AR, sedangkan untuk biaya administrasi dan asuransi dari

pinjaman yang disalurkan, akan ditanggung oleh BAZ. MES dalam hal ini,

bertugas dalam membantu membina UKM dan IKM dalam hal manajemen
usaha, pelaksanaan dan pengawasan usaha secara syariah.®

Tanggungjawab masing-masing tugas dari beberapa organisasi yang
terlibat di atas, sudah dijelaskan pada MoU (Memorandum of Understanding)

atau dalam nota kesepakatan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan

®Ibid



84

program PUSYAR. Pihak tersebut menadatangani dengan peran masing-

masing sebagai berikut:’

1.

Pihak BPRS Kota Mojokerto selaku penyedia dana memberikan pinjaman
kepada UKM dan IKM Kota Mojokerto pesrta program PUSYAR dengan
plafon Rp 750.000,- sampai Rp 10.000.000,- dengan akad Qardhul
Hasan.Dalam hal ini pihak BPRS sanggup menyediakan dana untuk
PUSYAR sebesar Rp 1.000.000.000,- pada setiap tahunnya.

Pihak BAZ Kota Mojokerto bersedia menanggung biaya yang timbul,
antara lain biaya bagi hasil, biaya administrasi dan biaya asuransi peserta
program PUSYAR dan membayarkannya pada pihak BPRS sesuai dengan
kesepakatan.

Pihak Diskoperindag Kota Mojokerto berkewajiban menyelesaikan UKM
dan IKM calon peserta program PUSYAR yang mengajukan aplikasi
pinjaman. Dalam hal ini pihak Diskoperindag Kota Mojokerto akan
menerbitkan surat rekomendasi.

Pihak MES Kota Mojokerto berkewajiban melakukan pengawasan terhadap
usaha peserta program PUSYAR dan pembinaan terhadap UKM dan IKM
peserta program PUSY AR dalam hal manajemen usaha.

Program PUSYAR ini berlandaskan perda Nomor 03 Tahun 2010 tentang

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang kemudian diaplikasikan dengan

MOU kerjasama PUSYAR yang telah ditandatangani secara bersama — sama

"Ibid, 3
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pada Selasa, 09 April 2013 di Pendopo Graha Praja Wijaya jalan Gajah Mada
154 Kota Mojokerto.®

Meskipun PUSYAR dilaksanakan sejak tahun 2012, namun pada waktu
tersebut program tersebut sebagai tahap percobaan, kemudian disahkan pada
tahun 2013 dan berlanjut hingga sekarang. Dari program PUSYAR tersebut
BAZ Kota Mojokerto mempunyai harapan besar terhadap pertumbuhan dan
kemandirian masyarakat Mojokerto secara ekonomi mengingat tantangan besar
yang akan dihadapi oleh masyarakat Kota Mojokerto secara keseluruhan pada
beberapa waktu mendatang.

Sedangkan misi religius yang ingin dicapai melalui program PUSYAR
adalah dakwah bil hal, artinya dalam mensyi’arkan rukun Islam yang ke 3
(zakat) perlu kiranya memberikan rangsangan secara financial agar kelak
peningkatan ekonomi mandiri yang dirasakan akan direspon dengan gerakan
sadar zakat bagi masyarakat Kota Mojokerto yang mengindikasikan

peningkatan perekonomian di Kota Mojokerto.’

a. Syarat dan Proses Pengajuan Program Bantuan PUSYAR
Program Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) juga memiliki kriteria
persyaratan antara lain : *°
1. Nasabah adalah warga Pemerintah Kota Mojokerto
2. Memiliki usaha dengan aset kurang dari Rp. 250 jt

3. Plafon pembiayaan Rp. 750.000,- s/d Rp.10.000.000,-

®Ibid.
*Ibid.
10 BAZ Kota Mojokerto, Bulletin Al-Ashnaf, Edisi 5, 2.
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4. Jangka waktu 12 bulan /1 thn
5. Penyaluran dana berdasarkan sistem :
a. Jumlah kelompok 5 s/d 7 anggota per kelompok
b. Perorangan (untuk plafon Rp. 5 s/d 10 jt)
6. Tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Diskoperindag Kota Mojokerto
7. Bersedia membuka rekening tabungan pada BPR Syariah Kota Mojokerto
8. Telah memperoleh rekomendasi tertulis dari Diskoperindag dan BAZ Kota
Mojokerto
9. Menyerahkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:
a. Foto copy KTP suami dan istri,
b. Kartu keluarga dan surat nikah,
c. Surat keterangan usaha, minimal dari kelurahan setempat,
d. Surat keterangan domisili,
e. Jaminan sertifikat asli dan/atau BPKB asli, dan
f. Materai Rp 6.000 sebanyak 4 lembar.
Sedangkan mekanisme pengajuan program PUSYAR adalah sebagai
berikut:*!
1. Peserta PUSYAR yang mengajukan bantuan program PUSYAR harus
menyerahkan kelengkapan persyaratan yang sudah ditentukan di atas.
2. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi dan diserahkan kepada BAZ Kota

Mojokerto.

1 Nur Khanan, Wawancara, Mojokerto, 12 Desember 2013.
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. Setelah itu devisi pengumpulan dan pelaporan membawa berkas yang
sudah dilengkapi peserta PUSY AR ke Diskoperindag Kota Mojokerto.
. Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto maka, Diskoperindag
Kota Mojokerto memelihat ulang riwayat data yang dimiliki Diskoperindag
apakah peserta PUSYAR tersebut memiliki tunggakan yang belum dilunasi
pada Diskoperindag Kota Mojokerto. Jika peserta PUSYAR mempunyai
tunggakan maka, pengajuan bantuan tersebut tidak akan direkomendasi
untuk realisasi.
. Setelah diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto dan dinyatakan lolos
maka, selanjutnya berkas persyaratan program PUSYAR dan surat
persetujuan dari Diskoperindag diserahkan kepada BPR Syariah Kota
Mojokerto bersamaan dengan surat rekomendasi dari Diskoperindag Kota
Mojokerto.
. Setelah itu BPR Syariah akan mencairkan dana yang diajuhkan peserta
PUSYAR.
Dan BAZ Kota Mojokerto menanggung biaya margin, asuransi dan
administrasinya.

Proses verifikasi dan rekomendasi peserta PUSYAR dalam upaya
pengembangan UKM/ IKM Kota Mojokerto yang diberlakukan meliputi :
1. Calon nasabah yang mengajukan bantuan program PUSYAR datang ke
PT. BPR Syariah dan harus menyerahkan kelengkapan persyaratan yang

sudah ditentukan di atas.
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2. Setelah persyaratan tersebut dilengkapi dan diserahkan kepada PT. BPR
Syariah kemudian berkas diproses survey kelayakan oleh BAZ dan
Diskoperindag Kota Mojokerto, apakah calon nasabah layak mendapat
dana PUSYAR atau tidak.

3. Saat berkas diperiksa Diskoperindag Kota Mojokerto, maka
Diskoperindag melihat ulang riwayat data yang dimiliki Diskoperindag,
apakah calon nasabah tersebut memiliki tunggakan yang belum dilunasi
pada Diskoperindag. Jika calon nasabah PUSYAR mempunyai
tunggakan, maka pengajuan88 permohonan bantuan PUSYAR tidak akan
direkomendasikan untuk direalisasikan.

4. Setelah survey kelayakan dinyatakan lolos, maka BAZ dan Diskoperindag
Kota Mojokerto memberikan surat rekomendasi.

5. Berkas persyaratan program PUSYAR dan surat persetujuan dari
Diskoperindag diserahkan kepada PT. BPR Syariah Kota Mojokerto
bersamaan dengan surat rekomendasi dari Diskoperindag Kota
Mojokerto.

6. Setelah itu PT. BPR Syariah merealisasikan pencairkan dana yang
diajukan oleh nasabah PUSYAR dan BAZ Kota Mojokerto menanggung

biaya margin, asuransi dan administrasinya.

b. Penerima Dana Program PUSYAR
Jumlah masyarakat Kota Mojokerto yang menerima bantuan program

Pembiayaan Usaha Syariah (PUSYAR) pada tahun 2012 adalah 124 orang dari
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2 Kecamatan. Dari dana sebesar Rp. 1.000.000.000,- yang disediakan oleh
BPRS Kota Mojokerto yang dipinjamkan kepada peserta program PUSYAR
dengan biaya margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar Rp 150.000.000,-
yang disediakan oleh BAZ dimanfaatkan oleh pelaku usaha kurang mampu dan
Usaha Kecil Menengah (UKM) / Industri Kecil Menengah (IKM) Kota
Mojokerto yang tersebar di 17 kelurahan. Jumlah penerima manfaat dari
program PUSYAR vyang terbesar adalah pelaku UKM/IKM yang ada di
kelurahan Meri yaitu sebanyak 23 UKM/IKM. Berikut ini adalah tabel
rekapitulasi peserta program PUSYAR tahun 2012.%2
Tabel 6 :

Rekapitulasi Penerima ManfaatProgram PUSYAR Tahun 2012
Per-Kelurahan

JUMLAHPENERIMA

NO KELURAHAN MANEAAT
1 | BLOOTO 16
2 | PRAJURITKULON 3
3 | SURODINAWAN 13
4 | MUI 5
5 | KAUMAN 3
6 | PULOREJO 13
7 | KRANGGAN 11
8 | MENTIKAN 3
9 | BALONGSARI 8
10 | SENTANAN 2
11 | JAGALAN 4
12 | MAGE SARI 2
13 | WATE 10
14 | KEDU DUNG 5
15 | GUNU GGEDANGAN 1
16 | MERI 23
17 | PURW TENGAH 0
18 | GEDO GAN 2

JUMLAH 12

Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto

Gambarb5:

12 BAZ Kota Mojokerto, Laporan Tahunan 2012, 17
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RekapitulasiPenerimaManfaatProgramPUSYARTahun2012
Per-Kelurahan

FUEWOTENGAH
GUN. GEDANGAN = 1
WATES ‘10
JTAGAT AN |je—y
BATONGSARIT
ERANGGAN [ 11
EAUMAN == 3
SURODINAWAN |[———————— 13
BLOOTO d 16

B 23

[=]
w

i 15 20 23

Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto
Ketentuan dalam program PUSYAR menyebutkanbanhwa peserta

programPUSY ARdapatmelakukanpinjamanmulaidariRp.750.000,-s/dRp.
10.000.000,-.Besar-kecilnyapinjamantergantungjenisusahapesertaprogram
PUSYAR.JumlahpenerimamanfaatprogramPUSY ARberdasarkan besar-
kecilnyapinjamandapatdilihatpadatabeldibawahini:*®

Tabel7:
KomposisiJumlahPinjamanProgramPUSYAR

NO JUMLAHPINJAMAN(Rp) JUMLAHPENERIMA
1 10.000.000,- 66
2 9.000.000,- 1
3 8.000.000, 9
4 7.000.000, 14
5 6.000.000, 7
6 5.000.000, 9
7 4.000.000, 8
8 3.000.000, 9
9 2.000.000, 1

JUMLAH 124

Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto

Gambar®6:
KomposisiJumlahPinjamanProgramPUSYAR

Bpid., 18
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Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto

Dari 124pesertaPUSYARyangmengajukanbantuanprogram PUSYAR
70%digunakanuntukberdagang,mulaidariberdagangmakanan,peracangan,
mainan,bahanbakuproduksisandal/sepatu,pakaian,alatkantor,danmakanan
ringansepertikue,dan20%menggunakandanaprogramPUSY ARuntukmodal
mendirikanusahadalambidangjasa,sepertimendirikansalon,bengkel,servis,
percetakan,danlaundry.Sedangkan10%lagidigunakanuntukmendirikanrumahpro
dusisepertikonveksisertaproduksisandal/sepatudanboneka.**Untuklebih
jelasnya,dapatdilihatpadaGambardibawahini.

Gambar7 :
PenggunaandanprogramPUSYARTahun2012

Pengunaan dana program PUSYAR

10.00%

m 70% Usaha dagang
W 0% Usaha jasa

10% rumah Produksi

Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto

“Ibid., 18
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Namun, pada tahun 2013 jumlah penerima bantuan program PUSYAR
mengalami penurunan. Pada tahun 2012 jumlah penerima bantuan program
PUSYAR 124 orang, dan pada tahun 2013 berjumlah 121 orang. Terdapat
beberapa peserta yang mengikuti program PUSYAR pada tahun 2012 kembali
mengikuti program tersebut. Dari jumlah 124 orang pada tahun 2012 dan 121
orang pada tahun 2013 terdapat 45 orang yang tertarik untuk kembali
mengikuti PUSYAR.*

c. Pencapaian Keuntungan Hasil Usaha Peserta PUSYAR

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap peserta PUSYAR
mengenai penghasilan selama satu tahun, mulai dari saat mendapat pinjaman
digambarkan pada gambar dan table di bawah ini. Keuntungan yang diperoleh
pengusaha program PUSYAR dari 30 responden bermacam-macam. Hasil dari
wawancara menunjukkan, 15 orang keuntungan yang didapatkan cukup
digunakan untuk mengembalikan pinjaman pokok kepada BPR Syariah Kota
Mojokerto, 5 orang keuntungan tidak dihitung, asal dapat mengembalikan
pokok pinjaman, 2 orang mengatakan rugi, dan 8 orang mengatakan bahwa
usahanya berhasil dan keuntungannya lebih dari cukup untuk mengembaloikan
pokok pinjaman kepada BPR Syariah Kota Mojokerto.

Gambar 8 :
Pencapaian Hasil Usaha Selama Satu Tahun

Ipid., 108
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Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa keuntungan lebih yang diperoleh

dari usaha peserta program PUSYAR masih digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pokok dan tambahan. Sedangkan kesadaran tentang pentingnya

zakat profesi oleh peserta PUSYAR yang keuntungannya mencapai nisab

setelah dikurangi dengan kebutuhan pokok dan lain-lain dari 8 orang di atas

hanya 1 orang saja yang menyalurkan ZISnya kepada BAZ Kota Mojokerto.*®

Prosentase Peserta PUSYAR yang Menyalurkan ZIS Pada BAZ
Kota Mojokerto

®Ipid., 115

Gambar 9 :
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Prosentase

B Menyalurkan ZIS
pada BAZ Kota
Mojokerto

B Tidak menyahurdan
ZI5 pada BAZ Kota
Mojokerto

Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto

Tabel 8 :

Penggunaan Hasil Keuntungan PUSYAR

Keperluan Prosentase
Keperluansehari-hari 45%
Biayasekolah 25%
Biayasekolahdankeperluansehari-hari 20%
Tambahanmodalusaha 10%

JUMLAH 100%

Sumber:Wawancarapeserta PUSYAR

D. Pelaksanaan Pengawasan Program PUSYAR
Pengawasan dan pembinaan usaha peserta PUSYAR adalah kewajiban
pihak Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Mojokerto. Anggota MES
Mojokerto terdiri dari beberapa anggota staf dan jajaran pimpinan yang berasal
dari Bank Syariah yang ada di Kota Mojokerto, PT. BPR Syariah, Kantor

Kementrian Agama Kota Mojokerto, Kantor BAZ Kota Mojokerto, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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organisasi masyarakat yang memiliki latar belakang syariah atau Islam.
Prosedur dan mekanisme pengawasan program PUSYAR sudah diatur dalam
Nota Kesepakatan atau MoU yang sudah ditandatangani oleh pihak yang
terkait dalam program PUSYAR. Sejauh berjalannya program PUSYAR,
pengawasan terhadap usaha peserta PUSYAR menjadi tanggung jawab MES
Kota Mojokerto. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara
dengan para penerima dana program PUSYAR dan staf BAZ Kota Mojokerto,
dapat dijelaskan pengawas yang datang untuk memantau usaha peserta
program PUSYAR. Di bawah ini adalah hasil dari wawancara tersebut.’

Dalam menjalankan usahanya, pesereta program PUSYAR tidak semua
mendapatkan pengawasan terhadap usahanya. Hanya beberapa usaha yang
dipantau oleh MES Kota Mojokerto. MES Kota Mojokerto mendatangi usaha
peserta program PUSYAR dengan mencari tahu apa saja masalah yang
dihadapi oleh pengusaha tersebut dan membantu mencarikan solusi untuk
menyelesaikannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar 10 di
bawah ini :

Gambar 10 :
Pengawasan Program Pusyar oleh MES

1 Fathur, Wawancara, 20 Desember 2013.
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B 40% Ada
pengawasan

W 50% Tidak Ada
pengawasan

Sumber:LaporanTahunan2012BAZKotaMojokerto
Pendampingan dilakukan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).
MES dalam hal ini, bertugas dalam membantu membina UKM dan IKM dalam
hal manajemen usaha, pelaksanaan dan pengawasan usaha secara syariah.
Pendampingan yang dilakukan oleh MES yaitu berupa pembinaan UKM, IKM,
dan Pengusaha Produk Unggulan Kota Mojokerto peserta Program PUSYAR
Jilid I dan Il Tahun 2015 dalam hal manajemen usaha, pengawasan dan

pemasaran yang berbasis syari’ah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



